
Governance- - 5

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintahan penjelasan atas UU nomor 43 
tahun 1999 tentang pokok-pokok kepega-
waian, diuraikan pada bagian umum, kelan-
caran penyelenggaraan tugas pemerintahan 
dan pembangunan nasional sangat tergantung 
pada kemampuan aparatur negara khususnya 
pegawai negeri sipil. Maka dari itu sangat 
dbutuhkan pegawai negeri sipil yang jujur dan 
melaksanakan tugas sesuai dengan aturan taat 
pada Pancasila dan UUD 1945. UU nomor 
43 tahun 1999 menetapkan beberapa peruba-
han dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil. 
Perubahan tersebut membawa konsekuensi 

  Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah maka pemerintah di daerah 
perlu menggali potensi yang ada untuk dapat dimaksimalkan dalam proses pembangunan. Salah 
satu potensi yang perlu ditingkatkan adalah Adanya rekruitmen CPNS pada Lingkup Pemer-
intah Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi kebijaksa-
naan PP No. 43 Tahun 2007 dan PerDa Kota Manado nomor 38 tahun 2008 dalam rekruitmen 
calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai acuan yang harus dipedomani oleh Pemerintah 
KotaManado, Instansi penyelenggara dan unit instansi terkait, namun kenyataan masih sering 
terjadi konflik kepentingan antara berbagai unsur atau pihak baik antara pihak penyelenggara 
dengan unit kerja istansi terkait maupun dengan para tenaga honorer yang diangkat menjadi 
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Faktor-faktor yang menpengaruhi pelaksanaan Rekruit-
men Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kota Manado masih diwarnai berbagai tingkat ke-
pentingan yang mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan PP No. 43 Tahun 2007 
dan Perda Kota Manado nomor 38 tahun 2008, tarik menarik kepentingan antara unit kerja 
instansi, pejabat eksekutif local, pejabat legislative dengan pihak penyelenggaraan terkadang 
menimbulkan polemic yang masing-masing pihak yang ingin meraih keuntungan dari pihak 
pelaksana rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
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bahwa setiap organisasi pemerintah baik pusat 
maupun daerah harus memiliki sumber daya 
manusia, pegawai negeri sipil (SDM-PNS) 
yang memenuhi persyaratan baik secara kuan-
titas maupun kualitas, sehingga dapat melak-
sankan tugas dan fungsi secara profesional. 

 Diera globalisasi sekarang  ini peran 
Pegawai Negeri Sipil sangat menentukan 
bagi keberhasilan pembangunan di berbagai 
bidang. Oleh karena itu, kita perlu diarahkan 
kepada Peningkatan kualitas sumber daya 
manusianya yang berfungsi sebagai tenaga 
penggerak dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan 
pembangunan yang sedang digalakkan. 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan 



Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai 
lembaga pemerintah yang bertanggung jaw-
ab dibidang manajemen kepegawaian negara 
mengembangkan fungsi sebagai perumus ke-
bijakan dibidang kepegawaian, diharapkan 
dapat mewujudkan pegawai negeri sipil yang 
profesional, bertanggung jawab, jujur adil 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya 
guna melalui suatu sistem rekruitmen yang 
dapat memenuhi tuntutan kebutunhan kualitas 
SDM-PNS. Sebelum melakukan rekruitmen 
pegawai didahului proses formasi PNS. For-
masi PNS ini diatur dalam peraturan Pemerin-
tah No, 5 Tahun 1976 telah ditentukan pokok-
pokok penyusunan formasi Pegawai Negeri 
Sipil untuk mengisi satuan organisasi pemer-
intah. Yang dimaksud formasi adalah jumlah 
dan susunanpangkat PNS yang diperlukan 
oleh satuan organisasi negara untuk mampu 
melaksankan tugas pokok untuk jangka waktu 
tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang 
bertanggung jawab dalam bidang penertiban 
dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Kuantitas aparatur merupakan jumlah ke-
seluruhan (total) pegawai negeri sipil di kota 
Manado, sedangkan kualitas aparatur dilihat 
berdasarkan tingkat pendidikan aparatur yang 
berpendidikan sarjana (S1). Tingkat pendi-
dikan aparatur dapat merefleksikan tingkat 
pemahaman dan pengetahuan, dimana sema-
kin tinggi tingkat aparatur semakin semakin 
besar potensi untuk meningkatkan kualitas 
kerja yang menjadi tugas dan tanggung jaw-
ab. Indikator untuk menilai kualitas aparatur 
dinyatakan dalam persentase jumlah aparatur 
yang berpendidikan minimal sarjana, dalam 
total jumlah aparatur pegawai negeri sipil di 
Kota Manado. Yang menjadi persoalan yaitu 
proses rekrutmen yang tidak melihat latar be-
lakang pendidikan CPNS sehingga Pegawai /
negeri Sipil di Kota Manado banyak yang ti-
dak berkompetensi di bidang KKN lah yang 
merusak  sistem rekrutmen di Kota Manado 
sehingga sebagian Pegawai Negeri Sipil di 
Kota Manado tidak memiliki Kuantitas Dan 
Kualitas.

Fenomena ini membuat penulis tertarik 

untuk melihat peranan BKD Kota Manado 
Dalam Manajemen Rekruitmen CPNS. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka 
dengan kaitan dengan proposal ini maka 
penulis tertarik membahas tentang : “ Kinerja 
Badan Kepegawaian Daerah Dalam Rekrut-
men CPNS di Kota Manado “.

B. TUJUAN PENELITIAN
1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja 

Badan Kepegawaian Daerah dalam rekrut-
men CPNS yang berlangsung di Kota Ma-
nado.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan fak-
tor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja 
Badan Kepegawaian Daerah dalam rekrut-
men CPNS di Kota Manado.

C. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kinerja
Kinerja merupakan hasil kerja secara kuali-

tas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh 
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas 
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Definisi Kinerja menurut Bam-
bang Kusriyanto dalam A.A. Anwar Prabu 
Mangkunegara (2005: 9) adalah perbandingan 
hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga 
kerja per satuan waktu (lazimnya per jam). 
Faustino Cardosa Gomes dalam A.A. Anwar 
Prabu Mangkunegara, (2005: 9) mengemu-
kakan definisi kinerja sebagai ungkapan sep-
erti output, efisiensi serta efektivitas sering di-
hubungkan dengan produktivitas. Sedangkan 
Menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara 
(2005: 9),kinerja karyawan (prestasi kerja) 
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 
yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tang-
gung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja 
SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja 
(output) baik kualitas maupun kuantitas yang 
dicapai SDM per satuan periode waktu dalam 
melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

B. Konsep Rekrutmen
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Rekruitmen adalah proses mendapat-
kan sejumlah calon tenaga kerja yang kuali-
faid untuk jabatan/pekerjaan utama di ling-
kungan suatu organisasi atau perusahaan 
(Nawawi,2000:167). Berdasarkan pengertian 
tersebut bearti rukrutmen merupakan langkah 
pertama dalam rangka menerima seseorang 
dalam proses pengupahan. Rekrutmen yang 
efektif merupakan tersedianya informasi yang 
akurat dan berkesinambungan mengenai jum-
lah dan kualifikasi individu yang diperlukan 
untuk melaksanakan berbagai pekerjaan dan 
organisasi.

Berikut ini pendapat para ahli tentang rek-
rutmen, 

Henry Simamora (1997:212), Rekrutmen 
(Recruitment) adalah serangkaian aktivitas 
mencari dan memikat pelamar kerja dengan 
motivasi, kemampuan, keahlian dan pengeta-
huan yang diperlukan guna menutupi kekuran-
gan yang diidentifikasi dalam perencanaan 
kepegawaian. 

Drs. Fautisno Cardoso Gomes (1995:105) 
menyatakan bahwa “rekruitmen merupakan 
proses mencari, menemukan dan menarik para 
pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh 
suatu organisasi.

PEMBAHASAN
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dip-

impin oleh seorang kepala adalah unsur pen-
dukung tugas kepala daerah atau pemerintah 
Kota Manado yang berada dibawah dan ber-
tanggung jawab oleh walikota dan sekertaris 
Kota Manado. 

Sebagaimana diketahui bahwa pemerin-
tah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi 
pedoman pelaksanaan bagi pemerintah dae-
rah dalam melaksanakan rekruitmen CPNS.  
Salah satu peraturan perundang-undangan 
yang tergolong relative baru adalah Peraturan 
pemerintah  PP No. 48 Tahun 2005 yang di-
ubah menjadi PP No. 43 Tahun 2007 tentang 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.  
PP ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 97 
tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri 

Sipil,  Kemudian PP No. 11 Tahun 2002 ten-
tang pengadaan/Pengangkatan Tenaga Honor-
er  menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan PP No. 
9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangka-
tan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil.

Analisis tantangan pelaksanaan rekruitmen 
CPNS yang di hadapi oleh pihak penyelengga-
ra / panitia pelaksana dan pengawas dari BKD 
difokuskan pada 4 (empat) aspek berikut :

a. Motivasi
b. Peran Kelembagaan
c. Tekanan/intervensi
d. Pengawsan
 Keempat aspek tersebut dianalisis ber-

dasarkan hasil wawancara dengan informan 
dan narasumber dari pertanyaan yang diajukan

Berikut adalah hasil wawancara dengan sub 
bagian umum dan kepegawaian mengenai kin-
erja BKD Kota Manado dalam pelaksanaan 
rekrutmen PNS.
1. Sebagi pengusul formasi yang diajukan ke-

pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dan Menteri Pendayagunaan aparatur 
Negar atau Menpan

2. Mengumumkan kepada masyarakat ten-
tang adanya penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil.

3. Sebagai panitia penerima pendaftaran 
dalam penerimaan pegawai.

4. Sebagai panitia pengawas dalam plaksa-
naan ujian.

5. Sebagai panitia yang mengumumkan kelu-
lusan bagi peserta yang di nyatakan lulus.

6. Pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).
7. Penetapan Surat Keterangan (SK) CPNS.

 Dalam melaksanakan tugas tersebut 
pasti ada beberapa hambatan yang terjadi se-
hingga menghambat pelaksanaan rekruitmen 
CPNS baik faktor dari dalam maupun dari 
luar.

Berikut adalah pernyataan dari hasil wawa-
ncara kepada sub bagian umum dan kepega-
waian mengenai hambatan yang terjadi dalam 
rekruitmen PNS:

“ hambatan yang terjadi dalam rekruitmen 
PNS dapat berasal dalam lingkungan BKD 
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maupun dari pelamar. Adapun faktor yang be-
rasal dari BKD sebagai panitia adalah anggga-
ran yang kurang, contohnya uang lembur un-
tuk panitia pelaksana, sedangkan faktor yang 
berasal dari luar yaitu para pelamar adalah:
1. Batas usia pelamar yang sudah melebihi 

yang ditentukan tetapi jika tempat pelamar 
pekerja yang berbadan hukum tidak dapat 
melengkapi persyaratan yang ditentu-
kan, misalnya guru swasta. Perlengkapan 
dilengkapi dengan surat tugas dan dican-
tumkan pengalaman kerja dan SK 1.

2. Banyak pelamar yang memiliki pendidi-
kan sama, sedangkan dalam penerimaan 
dibutuhkan beberapa orang saja.

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan 

pembahasan tersebut, dapat di kemukakan 
kesimpulan sehubungan dengan dua pokok 
permasalahan yang diajukan dalam penelitian 
ini, sebagai berikut:
1. Peranan Badan Kepegawaian daerah 

(BKD) belum optimal atau selektif dalam 
rekruitmen aparatur khususnya CPNS  
pada Pemerintah Kota Manado.  Pada be-
berapa aspek di nilai sudah sesuai dengan 
mekanisme yang diatur dalam PP No.48 
Tahun 2005 yang telah di revisi menjadi 
PP No. 43 Tahun 2007, namun dalam be-
berapa aspek lainnya kurang sesuai terma-
suk masih adanya tenaga honorer dengan 
bidang keahlian dan criteria usia serta masa 
kerja tertentu yang tidak mendapat priori-
tas dalam pelaksanaan rekruitmen CPNS  
tahun 2011, Namun dalam beberapa as-
pek lainnya dinilai kurang sesuai adalah 
kriteria pelaksanaan, seleksi administrasi 
dan pengunaan saluran rekrutmen.  Secara 
keseluruhan, ada 4 faktor yang menpenga-
ruhi BKD dalam pelaksanaan rekruitmen 
CPNSD pada pemerintah Kota Manado 
dalam menunjang kelancaran pelaksanaan 
PP No.48 Tahun 2005 Jo PP No. 43 Tahun 
2007 yaitu motivasi,tekanan / intervensi, 
peran kelembagaan dan pengawasan.  Na-

mun faktor  yang dominan adalah moti-
vasi, di samping tekanan dan peran kelem-
bagaan.

B. Saran
 Berdasarkan uraian kesimpulan terse-

but, dapat direkomendasikan saran-saran seb-
agai berikut :
1. Pentingnya BKD Kota Manado melakukan 

evaluasi terhadap perannya dalam pelaksa-
naan rekruitmen CPNSD.

2. Diharapkan Kepada BKD dan pihak pe-
nyelenggara dan unit kerja instansi dalam 
Lingkup Pemerintah Kota Manado untuk 
secara konsisten, obyektif dan trasparan 
melaksanakan PP. 48 Tahun 2005 Jo PP 
No.43 Tahun 2007 dan PP No. 98 Tahun 
2000 dan Perda Walikota manado nomor 38 
Tahun 2008 dalam melaksanakan rekruit-
men Pelamar Umum dan tenaga honorer 
menjadi CPNS agar tidak menimbulkan 
kesalahan-kesalahan maupun intervensi 
dan konflik kepentingan yang mempenga-
ruhi kelancaran dan efektivitas pelaksanaan 
rekruitmen CPNS di Kota Manado dengan 
tetap berpedoman kepada PP No. 48 Ta-
hun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007. Dan PP 
No.11  Tahun 2002 dan Peraturan Daerah 
Walikota manado nomor 38 tahun 2008.
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